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BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten
Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nommor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07 /2022 tentang Indikator tingkat
kinerja daerah dan ketentuan umum bagian dan Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya TA
2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 Nomor 1); Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah.
3. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah peraturan daerah

kabupaten.

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak
dan kewajiban daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
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6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA- SKPD merupakan dokumen yang
memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna
anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp964.168.007.612,00
(Sembilan ratus enam puluh empat miliar seratus enam puluh delapan juta tujuh ribu enam ratus dua belas rupiah),
yang bersumber dari:

a. pendapatan asli Daerah;

b. pendapatan transfer; dan

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a direncanakan
sebesar Rp105.162.132.160,00 (seratus lima miliar seratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh dua ribu
seratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas :

a. Pajak Daerah;

b. Retribusi Daerah;

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.651.781.411,00 (dua
puluh empat miliar enam ratus lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus sebelas
rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp72.675.708.125,00 (tujuh
puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah)

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp4.832.210.107,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu seratus
tujuh rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp3.002.432.517 (tiga milyar dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh belas rupiah).
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Pasal 5

Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp24.651.781.411,00 (dua puluh empat miliar enam ratus lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu
ribu empat ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:

Pajak Mineral bukan logam dab Batuan;

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus
lima puluh juta rupiah).

Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu
miliar tiga ratus juta rupiah).

Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta
rupiah).

Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp260.000.000,00 (dua
ratus enam puluh juta rupiah).

Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp13.725.000.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).

Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta
rupiah).

Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga
puluh juta rupiah).

Pajak Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (g) huruf h direncanakan sebesar Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah).

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan
sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

a. Pajak Hotel;

b. Pajak Restoran;

c. Pajak Hiburan;

d. Pajak Reklame;

e. Pajak Penerangan Jalan;
f. Pajak Parkir;

g. Pajak Air Tanah;

h. Pajak Sarang Burung Walet;
i

0

k.
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Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j
direncanakan sebesar Rp4.557.781.411,00 (empat miliar lima ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan
puluh sati ribu empat ratus sebelas rupiah).

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k
direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 6

Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp72.675.708.125,00 (tujuh puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu
seratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;

Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum

Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Retribusi Tempat Khusus Parkir;

Retribusi Rumah Potong Hewan;

Retribusi Tempat rekreasi dan Olah Raga;

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dan

Retribusi Persetujuan Bangunan dan Gedung;

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA);

SRTE TR0 R0 o

Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp69.817.918.125,00 (enam puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan belas
ribu seratus dua puluh lima rupiah).

Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp72.000.000,00
(tujuh puluh dua juta rupiah).
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Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp1.275.290.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar
Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar
Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Retribusi Tempat rekreasi dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar
Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar
Rp790.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah).

Retribusi Persetujuan Bangunan dan Gedung; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan
sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Retribusi Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1
direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp4.832.210.107,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh dua juta dua ratus
sepuluh ribu seratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:

Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga
Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.832.210.107,00 (Empat
miliar delapan ratus tiga puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu seratus tujuh rupiah).

Pasal 8

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp3.002.432.517,00 (Tiga milyar dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus
tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:

a. Hasil Penjuan Aset Lain-lain;
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Jasa Giro Pada Kas Daerah;

Jasa Giro di Kas Bendahara,;

Tuntutkan Ganti kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya;

Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lainnya;

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

Pendapatan denda Pajak Hotel;

Pendapatan Denda Pajak restoran;

Pendapatan denda Pajak Reklame;

Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan;

Pendapatan Denda Pajak Air Tanah;

Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan batuan;
. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);

Pendapatan denda Retribusi Jasa Usaha;

Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas;

Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan ASN

Pendapatan BLUD dan Jasa Layanan
Hasﬂ Penjuan Aset Lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Jasa Giro Pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Jasa Giro di Kas Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp
120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
Tuntutkan Ganti kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp1.420.982.517 (satu milyar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima
ratus tujuh belas rupiah).
Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Pendapatan denda Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp50.000,00
(lima puluh ribu rupiah).
Pendapatan denda Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar
Rp1.000.000.,00 (satu juta rupiah).
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(10) Pendapatan denda Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar
Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(11) Pendapatan denda Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

(12) Pendapatan denda Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar
Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(13) Pendapatan denda Pajak Mineral bukan Logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1
direncanakan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

(14) Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(15) Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar
Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah).

(16) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf o direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).

(17) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf p direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

Pasal 9

(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp850.258.147.517,00
(Delapan ratus lima puluh miliar dua ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus
tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp791.897.793.000,00 (Tujuh ratus Sembilan puluh satu miliar delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta tujuh
ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah).

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp58.360.354.517,00 (Lima puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu
lima ratus tujuh belas rupiah).
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Pasal 10

(1) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar
Rp8.747.727.935,00 (selapan miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu
Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan Hibah;
b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus
juta rupiah).

(3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp8.647.727.935,00 (delapan miliar enam ratus empat puluh tujuh juta tujuh
ratus dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 11

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan Rp1.075.361.835.025,00 (satu triliun tujuh puluh
lima milyar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua puluh lima rupiah) yang terdiri
atas:

a. Belanja operasional;

b. Belanja modal;

c. Belanja tak terduga; dan

d. Belanja transfer.

Pasal 12

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp
857.837.115.898 (delapan ratus lima puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus lima belas
ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai;

b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja bunga;

d. Belanja subsidi;

e. Belanja hibah; dan

f. Belanja bantuan sosial.
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Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp522.011.068.081,00 (lima
ratus dua puluh dua miliar sebelas juta enam puluh delapan ribu delapan puluh satu rupiah).

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp297.857.863.937,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus delapan ratus lima puluh tujuh juta
delapan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar (nol rupiah)

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar (nol rupiah)

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 37.968.183.880 (tiga puluh
tujuh milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan
puluh rupiah)

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar (nol rupiah)

Pasal 13

(1) Anggaran belanja modal sebagimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp100.642.775.927

(seratus milyar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh
tujuh rupiah). yang terdiri atas:

Belanja modal tanah;

Belanja modal peralatan dan mesin;

Belanja modal bangunan dan gedung;

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;

Belanja modal aset tetap lainnya;

Belanja modal aset Lainnya.

mo a0 op

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp

21.118.832.407 (dua puluh satu milyar seratus delapan belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus
tujuh rupiah).

(4) Belanja modal Bagnunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

Rp.31.828.906.743 (tiga puluh satu milyar delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu tujuh
ratus empat puluh tiga rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp44.726.618.952 (empat puluh empat milyar tujuh ratus dua puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu
sembilan ratus lima puluh dua rupiah).
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(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp2.852.417.825 (dua milyar delapan ratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua
puluh lima rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp116.000.000,00
(Seratus enam belas miliar rupiah).

Pasal 14

Anggaran belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c¢ direncanakan sebesar
Rp5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah).

(1)

(2)

(3)

Pasal 15

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp
111.881.943.200,00 (Seratus sebelas miliar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh
tiga ribu dua ratus rupiah) yang terdiri atas:
a. Belanja bagi hasil; dan
b. Belanja bantuan keuangan.
Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.750.957.200,00
(Dua miliar tujuh ratus lima puluh juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp
109.130.986.000,00 (Seratus Sembilan miliar seratus tiga puluh juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu
rupiah).

Pasal 16

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rpl111.193.827.413 (seratus sebelas
milyar seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga belas rupiah), yang
terdiri atas:

a.
b.

(1)

Penerimaan pembiayaan; dan

Pengeluaran pembiayaan.
Pasal 17

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp
Rp121.993.827.413,00 (Seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus
dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas;
a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran tahun sebelumnya;



(2)

3)
(4)
)
(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

By 7.0

b. pencairan dana cadangan;

c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;

d. penerimaan pinjaman Daerah;

e. penerimaan kembali pemberian pinjamam Daerah; dan

f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp121.993.827.413,00 (Seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh
tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga belas rupiah).

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol
rupiah).

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00(Nol
rupiah).

Penerimaan kembali pemberian pinjamam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 18

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar
Rp11.800.000.000,00 (Sebelas miliar delapan ratus juta rupiah). yang terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan;

b. Penyertaan modal daerah;

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

d. Pemberian pinjaman daerah; dan

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan sebagaimana yvang dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00
(Nol rupiah).

Penyertaan Modal daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp1.500.000.000,00 (Satu miliar lima ratus ribu rupiah).

Pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp9.300.000.000,00 ( Sembilan miliar tiga ratus juta rupiah).
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(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00

(Nol rupiah).

(6) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 19

(1) Selisih antara anggaran pendapatan dan belanja (defisit) sebesar Rp111.193.827.413,00 (seratus sebelas milyar
seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga belas rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan
direncanakan sebesar Rp111.193.827.413,00 (seratus sebelas milyar seratus sembilan puluh tiga juta delapan
ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga belas rupiah).

Pasal 20

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

Lampiran [

Lampiran II

Lampiran Illa
Lampiran IIIb
Lampiran [Va
Lampiran IVb
Lampiran Va

Lampiran Vb

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Daftar Nama Penerima , Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima Serta SKPD
Pemberi Hibah

Daftar Nama Penerima , Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang yang Diterima Serta
SKPD Pemberi Hibah

Daftar Nama Penerima , Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang Diterima
Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial ;

Daftar Nama Penerima , Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang yang Diterima
Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial ;

Daftar Nama Penerima , Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima Serta
SKPD Pemberi Bantuan Keuangan ;

Daftar Nama Penerima , Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang Diterima Serta
SKPD Pemberi Bantuan Keuangan ;
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Lampiran Vla Daftar Nama Calon Penerima , Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
Pemerintah Kabupaten .

Pasal 21

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 22
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 29 Desember 2023

BU-?A'TLQ?%@MASRAYA,

— SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH




LAMPIRAN I

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024




Lampiran|:  Peraturan Kepala Daerah
Nomor © 17 Tahun 2023
Tanggal : 29 Desember 2023
KABUPATEN DHARMASRAYA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3

- PENDAPATAN DAERAH

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 105.162.132.160,00
4.1.01 Pajak Daerah 24 651.781.411,00
41.01.08 Pajak Hotel 250.000.000,00
41.01.06.01 Pajak Hotel 250.000.000,00
41.01.06.01.0001 | Pajak Hotel 250.000.000,00
41.01.07 Pajak Restoran 1.300.000.000,00
41.01.07.02 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 1.300.000.000,00
41.01.07.020001 | Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 1.300.000.000,00
41.01.08 Pajak Hiburan 7.000.000,00
4.1.01.08.02 Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana 7.000.000,00
4.1.01.08.02.0001 | Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tarif Busana 7.000.000,00
4.1.01.09 Pajak Reklame 260.000.000,00
4.1.01.09.01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 260.000.000,00
4.1.01.09.01.0001 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotror/ Megatron 260.000.000,00
41.01.10 Pajak Penerangan Jalan 13.725.000.000,00
41.01.10.01 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri $256.000.000,00
4.1.01.10.01.0001 | Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri $26.000.000,00
41011002 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 13.200.000.000,00
4.1.01.10.020001 | Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 13.200.000.000,00
410111 Pajak Parkir 12.000.000,00
41.01.11.01 Pajak Parkir 12.000.000,00
4.1.01.11.01.0001 | Pajak Parkir 12.000.000,00
41.01.12 Pajak Air Tanah 30.000.000,00
41.01.12.01 Pajak Air Tanah 30.000.000,00
4.1.01.12.01.0001 | Pajak Air Tanah 30.000.000,00
41.0113 Pajak Sarang Burung Walet 10.000.000,00
41.01.13.01 Pajak Sarang Burung Walet 10.000.000,00
4.1.01.13.01.0001 Pajak Sarang Burung Walet 10.000.000,00
410114 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 500.000.000,00
41.01.14.37 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 500.000.000,00
4.1.01.14.37.0001 | Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 500.000.000,00
41.0115 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 4.557.781.411,00
4.1.01.15.01 PBBP2 4.557.781.411,00

SIPD-RI - dicetak pada

2024-01-02 1021 23

Halaman 1




KODE URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3
4.1.01.15.01.0001 | PBBP2 4.557.781.411,00
4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 4.000.000.000,00
4.1.01.16.01 BPHTB-Pemindahan Hak 3.500.000.000,00
4.1.01.16.01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak 3.500.000.000,00
4.1.01.16.02 BPHTB-Pemberian Hak Baru 500.000.000,00
4.1.01.16.02.0001 | BPHTB-Pemberian Hak Baru 500.000.000,00
4.1.02 Retribusi Daerah 72.675.708.125,00
4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 70.221.918.125,00
4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 69.817.918.125,00

4.1.02.01.01.0001

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

3.042.918.125,00

4.1.02,01.01.0005 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 66.600.000.000,00
4.1.02.01.01.0006 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis 175.000.000,00
4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 300.000.000,00
4.1.02.01.02.0001 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 300.000.000,00
4,1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 2.000.000,00
4.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 2.000.000,00
4.1.02.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar 72.000.000,00
4.1.02.01.05.0002 Retribusi Los 72.000.000,00
4.1,02.01.09 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 30.000.000,00
4.1.02.01.09.0001 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 30.000.000,00

Temak, dan |kan

4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 2.103.790.000,00
4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.275.290.000,00
4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 452,290.000,00
4,1.02,02.01.0002 Retribusi Penyewaan Tanah 78.000.000,00
4.1.02.02.01.0003 | Retribusi Penyewaan Bangunan 145.000.000,00
4.1.02,02.01,0007 | Retribusi Pemakaian Alat 600.000.000,00
4.1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 32,500.000,00
4.1.02.02.05.0001 | Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 32.500.000,00
4.1.02.02.07 Retribusi Rumah Potong Hewan 3.500.000,00
4.1.02.02.07.0001 Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan 3.500.000,00
4.1.02.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 2.500.000,00
4.1.02.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 2.500.000,00
4.1.02.02.11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 790.000.000,00
4.1.02.02.11.0001 Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman 10.000.000,00
4.1.02.02.11.0002 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak 10.000.000,00
4.1.02.02.11.00023 | Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih lkan 70.000.000,00
4.1.02.02.11.0004 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, 700.000.000,00
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KODE URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 350.000.000,00
4.1.02.03.07 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 300.000.000,00
4.1.02.03.07.0001 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 300.000.000,00
4.1.02.03.08 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 50.000.000,00
4.1,02.03.08.0001 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 50.,000.000,00

4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.832.210.107,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan

4.1.03.02 Modal pada BUMD 4.832.210.107,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan

4.1.03.02.01 Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 4.832.210.107,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan

4.1.03,02.01.0001 Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 4.832.210.107,00

4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 3.002.432.517,00

4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 300.000.000,00

4.1.04.01.08 Hasil Penjualan Aset Lain-Lain 300.000.000,00

4.1.04.01.08.0001 Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang 300.000.000,00

4.1.04.05 Jasa Giro 620.000.000,00

4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 500.000.000,00

4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 500.000.000,00

4.1.04.05.02 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 120.000.000,00

4.1.04.05.02.0001 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 120.000.000,00

4.1.04.08 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 300.000.000,00

4.1.04.08.02 ;uptulan Qantl Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau 300.000.000,00

ejabat Lain
4.1.04.08.02.0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau 300.000.000,00

Pejabat Lain

4.1.04.09

Penerimaan Komisl, Potongan, atau Bentuk Lain

1.420.982.517,00

4.1.04.09.01

Penerimaan Komisi, Polongan, atau Bentuk Lain

1.420.982.517,00

4.1.04.09.01.0001

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

1.420.982.517,00

4.1.04.11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 50.000.000,00
4.1.04.11.01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 50.000.000,00
4.1,04.11.01.0001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 50.000.000,00

4.1.04.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah 11.350.000,00
4,1.04,12,06 Pendapatan Denda Pajak Hotel 50,000,00
4.1.04.12.06.0001 Pendapatan Denda Pajak Hotel 50.000,00
4.1.0412.07 Pendapatan Denda Pajak Restoran 1.000.000,00
4.1.04.12.07.0001 Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya 1.000.000,00
4.1.04.12.09 Pendapatan Denda Pajak Reklame 50.000,00
4.1.04.12.09.0001 Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron 50.000,00
4,1.04.12.10 Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan 100.000,00
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KODE URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3
4.1.04.12.10.0001 Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri 100.000,00
4.1,04,12.12 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 50.000,00
4.,1.04,12.12.0001 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 50.000,00
4.1.04,12.14 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 100.000,00
4.1.04.12.14.0037 | Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya 100.000,00
4.1.04.12.15 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 10.000.000,00
4.1.04,12.15.0001 | Pendapatan Denda PBBP2 10.000.000,00
4.1.04.13 Pendapatan Denda Relribusi Daerah 100.000,00
4.1.04.13.02 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha 100.000,00
4.1.04.13.02.0012 ;aal:igzggt:n Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan 100.000,00
4,1.0415 Pendapatan dari Pengembalian 300.000.000,00
4.1.04.15.04 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas 200.000.000,00
4.1.04.15.04.0001 :‘:ngg:?::% gir; :Er;g:;ng;l;zn Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam 200.000.000,00
4.1.04.15.08 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 100.000.000,00
4.1.04.15.08.0001 ::g:;;a;g‘i dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji 70.000.000,00
4.1.04.15.08.0005 mﬁﬂ:ﬁ: :::Jzig?aergﬂisan Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan 30.000.000,00
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 850.258.147.517,00
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 791.897.793.000,00
4.2.01.01 Dana Perimbangan 722.999.714.000,00
4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 30.023.665.000,00
4.2.01.01.01.0001 | DBH Pajak Bumi dan Bangunan 7.936.695.000,00

4.2.01.01.01.0002

DBH PPh Pasal 21

3.941.024.000,00

4.2.01.01.01.0004 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 42.632.000,00
4.2.01.01.01.0005 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi 7.270.000,00
4,.2.01.01.01.0007 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi 775.542.000,00

4.2.01.01.01.0009

Dana Bagi Haslil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty

6.192.233.000,00

4.2.01.01.01.0010

DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

10.031.114.000,00

4.2.01.01.01.0013

DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan

1.097.155.000,00

4.2.01.01.02

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

519.998.606.000,00

4.2.01.01.02.0001

DAU

422 691.705.000,00

DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah

4.2.01.01.02.0004 dengan Perjanjian Kerja 20.,734.362.000,00
4.2.01.01.02.0005 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 33.343.800.000,00
4.2.01.01.02.0006 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 16.365.536.000,00
4.2.01.01.02.0007 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 26.864.203.000,00
4.2.01,01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 36.038.894.000,00
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4.2.01.01.03.0001 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD 656.592.000,00

4.2.01.01.03.0002

DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD

10.416.151.000,00

4.2.01.01.03.0003 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP 4.742.380.000,00
4.2.01.01.03.0006 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB 486.379.000,00
4.2.01.01.03.0017 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting 91.794.000,00

4.2.01.01.03.0035

DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan

6.184.874.000,00

4.2.01.01.03.0060

DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan

13.460.724.000,00

4.2,01.01.04

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

136.937.549.000,00

4.2.01.01.04.0004

DAK Non Fisik-TPG PNSD

61.966.377.000,00

4.2.01.01.04.0005

DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD

2.119.500.000,00

4.2.01.01.04.0006

DAK Non Fisik-TKG PNSD

3.100.669.000,00

4.2.01.01.04.0011

DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

11.534.395.000,00

4.2.01.01.04.0012

DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan

372.331.000,00

4.2.01.01.04.0013

DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas

12.700.115.000,00

4.2.01.01.04.0015 DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB 4.069.970.000,00
4.2.01.01.04.0020 DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal 580.092.000,00
4.2.01.01.04.0022 | DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perindungan Perempuan dan Anak 520.000.000,00

4.2.01.01.04.0026

DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler

33.551.300.000,00

4.2.01.01.04.0027

DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja

1.237.500.000,00

4.2.01.01.04.0028

DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler

4,221.600.000,00

4.2.01.01.04.0029 | DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja 60.000.000,00
4.2.01.01.04.0030 | DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler 768.700.000,00
4.2.01.01.04.0031 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja 135.000.000,00

4,2,01.05 Dana Desa 53.731.011.000,00
4,2.01.05.01 Dana Desa 53.731.011.000,00
4.2,01,05,01.0001 Dana Desa 53.731.011.000,00
4.2.01.06 Insentif Fiskal 15.167.068.000,00
4.2.01.06.01 Insentif Fiskal 15.167.068.000,00
4.2.01.06.01.0001 Insentif Fiskal 15.167.068.000,00

4,2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 58.360.354.517,00
4.,2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 58.360.354.517,00
4,2,02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 58.360.354.517,00
4.2.02.01.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 12.889.646.486,00
4,2.02.01,01.0002 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 6.538.112.387,00
4.2.02.01.01.0003 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 23.423.730.083,00

4.2.02.01.01.0004

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan

170.031.570,00

4.2.02.01.01.0005

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok

15.338.833.991,00
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43 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 8.747.727.935,00
4.3.01 Pendapatan Hibah 100.000.000,00
4.3.01.04 Pendapatan Hibah dar Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri 100.000.000,00
4.3,01.04.01 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 100.000.000,00
4.3.01.04.01.0001 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 100.000.000,00
4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 8.647.727.935,00
4.3.03.02 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP B.647.727.935,00
4.3.03.02.01 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 8.647.727.935,00
4.3.03.02.01.0001 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP B8.647.727.935,00
Jumlah Pendapatan 964.168.007.612,00
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 857.837.115.898,00
5.1.01 Belanja Pegawai 522.011.068.081,00
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 336.934.322.407,00
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 236.423.491.475,00

5.1.01.01.01.0001

Belanja Gaji Pokok PNS

171.863.939.469,00

5.1.01.01.01.0002

Belanja Gaji Pokok PPPK

64.559.5652.006,00

5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 25.761.391.074,00
5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS 18.573.532.066,00
5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 7.187.859.008,00

5.1.01.01.03

Belanja Tunjangan Jabatan ASN

4.251.605.018,00

5.1.01.01.03.0001

Belanja Tunjangan Jabatan PNS

4.251.605.018,00

5.1.01.01.03.0002

Belanja Tunjangan Jabatan PPPK

0,00

5.1.01.01.04

Belanja Tunjangan Fungsional ASN

28,289,027.012,00

5.1.01.01.04.0001

Belanja Tunjangan Fungsional PNS

20.126.108.012,00

5.1.01.01.04.0002

Belanja Tunjangan Fungsional PPPK

8.162.918.000,00

5.1.01.01.05

Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN

1.826.083.000,00

5.1.01.01.05.0001

Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS

1.833.122.000,00

5.1.01.01.05.0002

Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK

92.961.000,00

5.1.01.01.06

Belanja Tunjangan Beras ASN

16.211.244.680,00

5.1.01.01.06.0001

Belanja Tunjangan Beras PNS

11.090.133.680,00

5.1.01.01.06.0002

Belanja Tunjangan Beras PPPK

5.121.111.000,00

5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 231.086.132,00
5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 228.586.132,00
5.1.01.01.07.0002 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 2.500.000,00
5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 62.512.016,00
5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 42.000.006,00
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5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 20.512.010,00

5.1.01.01.09

Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN

21.305.962.000,00

5.1.01.01.09.0001

Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS

18.084.162.000,00

5.1.01.01.09.0002

Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK

3.221.800.000,00

5.1.01.01.10

Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN

636.620.000,00

5.1.01.01.10.0001

Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS

465.000.000,00

5.1.01.01.10.0002

Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK

171.620.000,00

5.1.01,01.11

Belanja luran Jaminan Kematian ASN

1.835.300.000,00

5.1.01.01.11.0001

Belanja luran Jaminan Kematian PNS

1.353.500.000,00

5.1.01.01.11.0002

Belanja luran Jaminan Kematian PPPK

481.800.000,00

5.1.01.02

Belanja Tambahan Penghasilan ASN

71.743.973.000,00

5.1.01.02.01

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN

70.798.152.000,00

5.1.01.02.01.0001

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS

70.798.152.000,00

5.1.01.02.01.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 0,00
5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 945.821.000,00
5.1.01.02.05.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 945.821.000,00

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 72.670.107.650,00

5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 922.779.000,00

5.1.01.03.01.0006 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel 8.750.000,00

5.1.01.03.01.0007 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran 45.500.000,00

5.1.01.03.01.0008 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan 245.000,00

5.1.01.03.01.0009 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame 9.100.000,00

5.1.01.03.01.0010 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 480.375.000,00

5.1.01.03.01.0011 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir 420.000,00

5.1.01.03.01.0012 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah 1.050.000,00

5.1.01.03.01.0013 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet 350.000,00

5,1.01.03.01.0014 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 17.500.000,00

5.1.01.03.01.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan 219.489.000,00
Perkotaan

5.1.01.03.01.0016 E.I?Ianja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 140.000.000,00

ngunan

5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 100.022.650,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan

5.1.01.03.02.0002 Persampahan/Kebersihan 10.500.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di

5.1.01.03.02.0004 Tepi Jalan Umum 70.000,00

5.1.01.03.02.0005 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar 2.520.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau

5:1.01.03.62.0009 Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah TAERROa; e
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Tenaga Kerja Asing (TKA)

KODE URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3
5.1.01.03.02.0014 EB;I::;]: Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan 44.635.150,00
5.1.01.03.02.0018 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir 1.137.500,00
5.1.01.03.02.0020 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan 122.500,00
5.1.01.03.02.0022 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan 87.500,00

Olahraga
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi
5.1.01.03.02.0024 Usaha Dasrah 27.650.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan
5.1.01.03.02.0031 Bangunan Gedung 10.500.000,00
5.1.01.03.02.0032 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Relribusi Perizinan Tertenlu-Penggunaan 1.750.000,00

5.1.01.03.03

Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD

61.966.377.000,00

5.1.01.03.03.0001

Belanja TPG PNSD

61.966.377.000,00

5.1.01.03.04

Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD

3.100.669.000,00

5.1.01.03.04.0001

Belanja TKG PNSD

3.100.669.000,00

5.1.01.03.05

Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD

2.119.500.000,00

5.1.01.03.05.0001

Belanja Tamsil Guru PNSD

2.119.500.000,00

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.743.710.000,00
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.160.900.000,00
5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 554.210.000,00
5.1.01.03.07.0003 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPB.J) 28.600.000,00
5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 717.050.000,00
5.1.01.03.08.0002 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 717.050.000,00

5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 11.708.541.016,00
5.1.01.04.01 Belanja Uang Representasi DPRD 738.969.000,00
5.1.01.04.01.0001 | Belanja Uang Representasi DPRD 738,969.000,00
5.1.01.04.02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 74.803.008,00
5.1.01.04.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 74.803.008,00
5.1.01.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD 99.259.000,00
5.1.01.04.03.0001 | Belanja Tunjangan Beras DPRD 99.258.000,00
5.1.01.04.04 Belanja Uang Paket DPRD 73.897.000,00
5.1.01.04.04.0001 Belanja Uang Paket DPRD 73.897.000,00

5.1.01.04,05

Belanja Tunjangan Jabatan DPRD

1.071.506.002,00

5.1.01.04.05.0001

Belanja Tunjangan Jabatan DPRD

1.071.506.002,00

5.1.01.04.06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 105.912.000,00
5.1.01.04.06.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 105.912.000,00
5.1.01.04.07 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 40.395.000,00
5.1.01.04.07.0001 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 40.395.000,00
5.1.01.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 2.494.800.000,00
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